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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada

bagian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan, yaitu:

1.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai
perlindungan pekerja dari workplace harassment. Perlindungan yang ada
mengandalkan interpretasi pasal-pasal umum, seperti larangan diskriminasi,
kewajiban menjaga norma kesusilaan di tempat kerja, dan hak atas
keselamatan kerja. Di sisi lain juga, Indonesia belum melakukan ratifikasi
terhadap Konvensi ILO No. 190.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami workplace
harassment dalam kasus PT BS 1alah dapat melakukan pelaporan internal ke
manajemen atau satuan tugas perusahaan sesuai Pasal 76 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan. Di samping itu, dapat melakukan pengaduan ke pengawas
ketenagakerjaan melalui aplikasi Sasadara (khusus DIY). Selain itu, pekerja
dapat datang langsung ke kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
terdekat meskipun berdasarkan Permenaker No. 33 Tahun 2016 jo.
Permenaker No. 1 Tahun 2020, pengawas ketenagakerjaan hanya
berkedudukan di tingkat provinsi. Laporan tetap dapat disampaikan ke dinas

kabupaten/kota yang selanjutnya akan dirujuk ke pengawas provinsi.
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B. Saran

1.

Kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan
untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 190 dan mengembangkan peraturan
yang memberikan perlindungan khusus terkait workplace harassment. Hal ini
diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan perlindungan yang lebih baik
bagi pekerja di seluruh Indonesia.

Kepada pengusaha, diharapkan agar Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
dapat mengatur isu workplace harassment dalam Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian, diharapkan akan
ada pedoman yang jelas dalam menangani kasus-kasus tersebut, sehingga
pekerja merasa lebih terlindungi.

Kepada serikat pekerja, disarankan agar serikat pekerja dapat lebih aktif
dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan pengawalan terhadap kasus
workplace harassment. Selain itu, penting untuk mendorong pembentukan
aturan khusus yang mengatur perlindungan bagi pekerja dari tindakan
workplace harassment.

Kepada pekerja, diharapkan agar pekerja dapat lebih menyadari hak-haknya
dan berani melaporkan setiap tindakan workplace harassment yang dialami.
Adapun dapat dengan mencari bantuan hukum untuk mendapatkan
pendampingan sehingga pekerja tidak merasa sendirian dalam menghadapi

workplace harassment.
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(—; Prof AriHernawan... [k %, @

Utk kekerasan di tempat kerja, UU
Ketenagakerjaan tdk mengatur khusus
secara eksplisit. Tetapi dr beberapa
pasalnya tersirat semangat anti kekerasan
misalnya dim bab tentang Penempatan
Tenaga Kerja, PHK, dan Pengawasan
Ketenagakerjaan.

Justru dim UUD 45 Amandemen eksplisit
diatur misalnya Ps| 28 D, G, I.

Krn itu jika tjd kekerasan di tempat

kerja dr aspek gk Ketenagakerjaan

bisa melaporkan pd Pengawas
Ketenagakerjaan atau bisa permohonan
PHK krn pengusaha melakukan tindakan
kekerasan dim segala bentuknya tadi,

dan berhak pesangon, uang penghargaan
masa kerja, serta penggantian hak. Hy
saja mmg perlu dipersiapkan bukti yg
cukup, krn jk tdk terbukti justru pengusaha
yg akan memPHK pekerja dengan
konsekuensi finansial yg tdk sama dengan
jika terbukti.

S

Jan...

Baik, Prof Ari. Saya mohon izin
bertanya, Prof. Dari penjelasan Prof,
Prof menuliskan terminologi kekerasan,
sedangkan dalam skripsi saya, saya
menggunakan terminologi pelecehan.
Apakah kekerasan dan pelecehan
memiliki makna yang sama, Prof?
Mengingat dalam Konvensi ILO No. 190
Gambar 4
Wawancara dengan narasumber
Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,
M.Hum. selaku Dosen Departemen
Hukum Perdata Universitas Gadjah
Mada melalui platform Whatsapp
pada hari Kamis, tanggal 19

Desember 2024, pukul 07.39 WIB.
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